
PROFIL DAN RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

PERIODE  2019  - 2023 

                         

                                                      

 

Nama : Samsul.Y.Gafur,SH 

Jabatan :     Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Teknis 

Penyelenggara 

Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 3 Februari 1969 

Agama : Islam  

Alamat : BTN Palupi Permai Blok BS 2 No.24 Palupi Palu 

Pekerjaan Terakhir : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah 

Status Perkawinan : Kawin, 2 Anak 

Riwayat Pendidikan :  1. SDN I Una-Una Tahun 1981 

   2. SMP Negeri 2 Poso Tahun 1984 

   3. SMA Negeri Nomor 344 Ampana Tahun 1987 

   4. Universitas Tadulako Palu Tahun 1993  

Pengalaman Pekerjaan  

Khusus Kepemiluan : 1. Anggota KPU Kabupaten Poso Tahun 2008 s.d 2013 

   2. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 s.d 

2018 

3. Koordinator Yayasan Bina Agro Hutani Lestari Tahun 1998 

s.d 2002 



Non Kepemiluan : 1. Koordinator Yayasan Bina Agro Hutani Lestari Tahun 1998 

s.d 2002 

    2. Program Officer pada Rumah Aspirasi DPD RI Tahun 2006 

s.d 2007 (Konsorium LSM Formapi bekerja sama dengan 

World Bank) 

Pengalaman Organisasi : 1. Kabid Pengawasan Sarana Vital DPD AMSI (Asosiasi 

Manager Security Indonesia)Tahun 2003 s.d 2008 

   2. Ketua Ikatan Persaudaraan Angkatan 87 Fakum UNTAD 

Tahun 2004 s.d 2007 

3. Divisi Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2007 s.d 2012 

4. Ketua Badan Pengawas Lembaga Bantuan Hukum Poso 

(LBH Poso) Tahun 2009 s.d 2014 

5. Majelis Hukum dan HAM, DPD Muhammadiyah 

Kabupaten Poso Tahun 2011 s.d 2014 

Pendidikan Non Formal : 1. Pendidikan Profesi Advokat oleh Perhimpunan Advokat 

Indonesia (Oktober Tahun 2005) 

    2. Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan KPU, KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bulan 

(November Tahun 2009) 

3. Diklat Modul Bridge (Building Resources and Democracy) 

bekerjasama dengan Australian Electoral Comision (Palu, 

Desember 2012) 

4. Diklat Mahkamah Konstitusi RI, tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Cisarua, 

November Tahun 2013                                                                                                                                                                  

 

 


